PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN I)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : Budi Setiawan, S.P., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata

Lingkungan Wilayah XII Tanjung Pinang
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2023

Pihak Kedua, k Pertama,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P. , i Awan, S.P., M.Si.
NIP. 19710321 199302 1 001 ' p723 200312 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN I
SATUAN KERJA : 439649. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA
LINGKUNGAN WILAYAH XII TANJUNGPINANG

SASARAN PROGRAM TARGET
NO. / SASARAN INDIKI‘:;gE\,ﬁEARAN SEMULA | MENJADI | SATUAN
KEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (S) (6)

I. | Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan
wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan

1. | Meningkatnya Layanan kajian tata 1 1 Layanan
layanan kajian tata | lingkungan  kebijakan
lingkungan kebijakan | wilayah dan sektor di
wilayah dan sektor di | wilayah kerja BPKH

wilayah kerja BPKH

2. | Tersedianya data dan | Dokumen Hasil 1 1 Dokumen
informasi Verifikasi Lapangan
inventarisasi jasa | Kawasan dengan Indeks
lingkungan tinggi Jasa Lingkungan Tinggi
Secara Partisipatif di
Wilayah Kerja BPKH

3. | Meningkatnya Layanan kajian tata 1 1 Layanan
layanan kajian tata | lingkungan  kebijakan
lingkungan usaha | usaha dan kegiatan di

dan kegiatan di | wilayah kerja BPKH
wilayah kerja BPKH

II. | Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan

1. | Tersedia dan | Data dan Informasi 2 Klaster
termutakhirkannya Sumber Daya Hutan
data dan informasi | Hasil Inventarisasi
SDH Hutan Nasional di
Wilayah Kerja BPKH
Data dan Informasi 1 1 Layanan
Penutupan Lahan
Nasional di Wilayah
Kerja BPKH
III. | Meningkatnya sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan
1. | Terlayaninya Hasil Verifikasi PNBP 1 1 Unit
permohonan Penggunaan Kawasan
penggunaan kawasan | Hutan di Wilayah Kerja
hutan dan | BPKH
tersedianya data
informasi PNBP
penggunaan kawasan
hutan
IV. | Terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan
tetap
1. | Terselesaikannya Panjang Batas Kawasan 1.900 1.900 Km
penetapan seluruh | Hutan Yang Telah
kawasan hutan Diselesaikan Hak- Hak

Pihak Ketiga

V. | Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA

1. | Terselesaikannya Dokumen hasil - - Provinsi
pelepasan kawasan | inventarisasi, verifikasi
hutan untuk TORA dan BATB obyek TORA




SASARAN PROGRAM TARGET
INDIKATOR SASARAN
NO. / SASARAN KEGIATAN SEMULA | MENJADI | SATUAN
KEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
dalam kawasan hutan
di Wilayah Kerja BPKH
VI. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK
1. | Meningkatnya Nilai SAKIP pada 82 82 Poin
kondisi birokrasi dan | Direktorat Jenderal
layanan publik yang | Planologi Kehutanan
agile, efektif, dan | dan Tata Lingkungan
efisien lingkup | Level Maturitas SPIP 3 3 Level
Direktorat = Jenderal | Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan | Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan | dan Tata Lingkungan
Laporan Keuangan 1 1 Dokumen
Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan
yang tertib dan
akuntabel
Kode Kegiatan/ KRO/ RO Volume
Semula | Menjadi Satuan
(1) (2) 3) “4) )
5436 Pencegahan Dampak Lingkungan
5436.QAH Pelayanan publik lainnya 1 1 layanan
Layanan Tata Lingkungan Kebijakan 1 1
5436.QAH.002 | Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja Layanan
BPKHTL
Layanan Tata Lingkungan Usaha dan 1 1
5436.QAH.003 Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL Layanan
5436.QMA Data dan Informasi Publik
Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan
Kawasan dengan Indeks Jasa
5436.QMA.002 Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif 1 1 Dokumen
di Wilayah BPKHTL
Pengukuhan dan Penatagunaan
5433
Kawasan Hutan
5433.PBV Kebijakan Bidang Kehutanan 2 2 Rekomendasi
Kebijakan
Inventarisasi, verifikasi dan BATB 1 1 Rekomendasi
5433.PBV.001 obyek TORA dalam kawasan hutan Kebijakan
Panjang Batas Kawasan Hutan Yang 1 1 Rekomendasi
5433.PBV.002 Telah Diselesaikan Kebijakan
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber
5434
Daya Hutan
5434.BMA Data dan Informasi Publik 2 2 Layanan
5434.BMA.002 | Terlaksananya layanan Data dan 1 1 Layanan
Informasi Sumber Daya Hutan di




Kode Kegiatan/ KRO/ RO Volume
Semula | Menjadi Satuan
(1) (2) 3) 4) )
Wilayah Kerja BPKHTL
Data dan Informasi Penutupan Lahan 1 1
5434.BMA.003 Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL Layanan
Rencana dan Penggunaan Kawasan
6744 Hutan dan Pembentukan Wilayah
Pengelolaan Hutan
6744.BAC Pelayanan Publik kepada badan usaha 1 1 Badan usaha
Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan 1 1
6744.BAC.001 | Kawasan Hutan di Wilayah Kerja
BPKHTL Badan usaha
Dukungan Manajeman dan
54302 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan
5432 .EBA Layanan Dukungan Manajemen 2 2 Layanan
Internal
5432.EBA.962 | Layanan Umum 1 1 Layanan
5432.EBA.994 | Layanan Perkantoran 1 1 Layanan
5432 EBB Layanan Sarana dan Prasarana 83 83 Unit
Internal
5432.EBB.951 | Layanan Sarana Internal 83 83 Unit
5432.EBB.971 | Layanan Prasarana Internal - - Unit




Program/Kegiatan

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
1. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan
Hutan

2. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber
Daya Hutan

3. Rencana dan Pengawasan Kawasan Hutan
dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan
Hutan

Program Kualitas Lingkungan Hidup
4. Pencegahan Dampak Lingkungan

Program Dukungan Manajemen
S. Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi

Kehutanan dan Tata Lingkungan

TOTAL ANGGARAN

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.

NIP. 19710321 199302 1 001

Anggaran

Semula

Rp 29.103.307.000

Rp 242.903.000

Rp 80.000.000

Rp 369.000.000

Rp 9.379.108.000

Rp 39.174.318.000

Jakarta,

Menjadi
Rp. 27.902.977.000

Rp. 242.903.000

Rp. 80.000.000

Rp. 369.000.000

Rp. 8.683.302.000

Rp 37.278.182.000

September 2023

Kepgla BPKHTL Wilayah XII




Keterangan:

Semula : Pagu sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Awal
(Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Nomor SK.1/PKTL/SET.2/KEU.0/1/2023 tanggal 10 Januari 2023

Menjadi : pagu ter update per 18 September 2023



